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PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX,; XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Sebagai “Penggugat”;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX
XXxXxxX, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
11 Januari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa
di bawah register nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan
gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :
TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa

Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan
pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, yang dicatat di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXX
XXXXXXXXX  XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor: xxxx/023/XI1/2020 tertanggal 03 Desember 2020;
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Bahwa
setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXK, XXX XXXXXXXXK XXXXXXXK, XXXXXXXX
XXXXXX;

Bahwa
dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan
hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama: Anak I, perempuan, lahir di Tangerang, 04 Mei 2021;

Bahwa
semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2021 keharmonisan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcokan,
disebabkan: Nafkah
lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh orang tua
Penggugat;

Tergugat
memiliki sifat tempramental yang berlebihan. seperti sering berkata cerai saat
emosi bahkan pernah 2 (dua) kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat,
seperti memukul dan menjambak Penggugat;

Tergugat
sering tidak pulang ke rumah saat terjadi pertengkaran;

Bahwa
puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi pada Bulan Juni 2022, yang mana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan
tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa
akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak

memberikan nafkah lahir dan bathin lagi, karenanya Penggugat berkesimpulan
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satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa
dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa
terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya
datang menghadap di persidangan pertama dan selanjutnya tidak lagi pernah

datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan
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demikian pula Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa panjar biaya perkara Penggugat setelah Majelis Hakim mendapat
informasi dari kasir ternyata panjar biaya perkara tersebut telah habis, sehingga
diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar
biaya perkara ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirimkan surat
teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya dengan
surat NOMOr  .oovcvviveeeciiee e, , tertanggal ............ , hamun sampai tenggang
waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah biaya panjar perkaranya
sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa
nomor .............. , tertanggal ............... ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan
mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang

tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah persidangan pertama tidak pernah
lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, dan ketidak hadirannya tidaklah ternyata beralasan sah menurut
hukum, sedangkan pemeriksaan perkaranya masih berlangsung, akan tetapi
panjar biaya perkara telah habis

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya panjar
perkaranya oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal .............
sebagaimana surat keterangan nomor : ...........ccccec.e.e. , tertanggal ................ dan
sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tetap tidak menambah
panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam
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berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari
register perkara gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta

Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini dihitung sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8
Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Nazaruddin, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra.
Sulkha Harwiyanti, S.H., dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota.
Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dibantu oleh Yasmita, S.Ag., S.Pd.l., M.H.. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. Drs. Nazaruddin, M.H.I,

HAKIM ANGGOTA,
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Drs. H. Makka A.

PANITERA PENGGANTI

Yasmita, S.Ag., S.Pd.l., M.H..

Perincian biaya :

. Pendaftaran : Rp 30.000,00

. ATK Perkara :Rp 75.000,00

. Panggilan ‘Rp 370.000,00

. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00

. Redaksi :Rp 10.000,00

. Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor: 324/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



